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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi serta 

diakomodir negara keamanannya, pertumbuhannya, dan pendidikannya. 

Setiap anak berhak dilindungi dari segala jenis dan macam kekerasan, 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya akan disebut “UUD 

1945”)
1
. Anak dalam hukum positif di Indonesia artinya seseorang yang 

belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun
2
. Kekerasan Seksual adalah 

adalah apabila anak disiksa/ diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau 

ambil bahagian atau melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan 

pornografi, gerakan badan, film, atau sesuatu yang bertujuan memuaskan 

nafsu seksnya kepada orang lain
3
.   

Menurut Caffey kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul 

dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual 

(sexual intercourse), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta 

                                                
1
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meninggalkan seseorang termasuk mereka yang tergolong masih berusia 

anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas
4
. 

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan sebuah tindak pidana serius 

(serious crime) yang perlu ditangani dengan tindakan tegas. Namun, yang 

terjadi adalah Indonesia memasuki era globalisasi dimana semakin cepatnya 

perkembangan teknologi dan informasi yang menyebabkan banyak fenomena-

fenomena baru mengenai kekerasan seksual terhadap anak
5
. 

Tidak hanya itu, banyak faktor-faktor lain yang mendukung pelaku 

melakukan pemerkosaan terhadap anak, seperti kurangnya pendidikan, 

kurangnya kecukupan ekonomi, kondisi keluarga, serta kondisi psikis pelaku 

dari kecil yang mendukung perilaku tersebut. Pasalnya, kekerasan seksual 

terhadap anak malah semakin meningkat di Indonesia.  

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dari tahun 2012 

hingga 2013 telah terjadi peningkatan sejumlah 30%. Kejahatan pelecehan 

seksual dan pemerkosaan terhadap anak pada tahun 2012 telah berjumlah 463 

kasus. Terlebih ironis lagi, dari tahun 2013 hingga tahun 2014 KPAI mencatat 

angka peningkatan sebesar 100%. Dalam lingkungan sekolah, sudah terdapat 

12 lokasi praktik kejahatan seksual (terhadap anak)
 6

.  
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Di Indonesia, telah ada hukum positif yang mengatur mengenai 

perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (yang selanjutnya akan disebut “UU No. 23/2002”) serta 

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana di 

dalamnya terkandung pengaturan pidana bagi pelaku kekerasan seksual, tetapi 

pemerintah melihat hukum positif ini masih belum dapat secara efektif 

memberantas kasus pemerkosaan terhadap anak
7
. 

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia telah memasuki 

masa genting dimana terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya akan menjadi 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016) ini didasari oleh alasan bahwa 

semakin meningkatnya kasus kejahatan seksual terhadap anak yang tentu akan 

membahayakan jiwa sang anak serta merusak tumbuh kembang si anak di 

masa depan
8
.  

Kejahatan terhadap anak dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa 

(extraordinary crime) sebagaimana telah disampaikan di Istana Negara pada 

tanggal 25 Mei 2016
9
. Banyaknya kasus pemerkosaan dan kurangnya efek 

jera menyebabkan semakin meningkatnya kekhawatiran masyarakat dan 
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kemungkinan akan meningkatkan kasus kekerasan seksual terhadap anak. 

Perppu Kebiri yang selanjutnya menjadi Undang-Undang No.17 tahun 2016 

ini diharapkan akan mengurangi kejahatan seksual terhadap anak dengan 

adanya tambahan pemberatan pidana seperti hukuman mati, penjara seumur 

hidup, adanya maksimal 20 tahun penjara dan tambahan minimal 10 tahun 

penjara, pemasangan chip, pengumuman identitas pelaku, dan yang paling 

kontroversial adalah kebiri kimiawi (sexual castration)
10

.  

Hukuman kebiri kimiawi yang diberlakukan untuk pelaku kekerasan 

seksual terhadap anak, merupakan hal yang baru di indonesia. Hal ini 

dicantumkan dalam pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 

tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang  perubahan kedua 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: 

“(7) Terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat 

(5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan 

chip.”
 11 

 

Kebiri kimiawi yang dimaksud diberlakukan untuk jangka waktu paling 

lama dua tahun dan diterapkan setelah terpidana menjalani pidana pokok. 

Pasal-pasal yang diubah dari UU No. 23/2002 adalah Pasal 81, Pasal 82, 

sisipan tambahan Pasal 81A dan Pasal 82A. Namun, timbul berbagai pro dan 

kontra di tengah-tengah masyarakat, khususnya mengenai pidana tambahan 
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kebiri kimiawi, dengan cara menyuntikkan cairan untuk menurunkan libido 

(gairah seks) si pelaku.  

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk menjadi eksekutor 

suntikan kebiri kimiawi tersebut, karena dianggap melanggar kode etik 

kedokteran sesuai  dengan fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran 

(MKEK). Mereka menganggap pemerintah terlalu terburu-buru mengambil 

keputusan dan mengeluarkan Perppu ini tanpa meminta pendapat lebih lanjut 

dari pakar medis juga psikis
12

.  

Selain daripada itu, kebiri kimiawi pun dianggap masyarakat melanggar 

hak asasi manusia (HAM), khususnya mengenai hak untuk melanjutkan 

keturunan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya yang dijamin UUD 1945.  

Di tengah-tengah maraknya media yang menyuarakan kontroversi kebiri 

kimiawi ini, yang memungkinkan adanya bias atau pergeseran makna, maka 

penulis hendak kembali mengkritisi dan menelisik lebih jauh mengenai 

Undang-Undang No.17 tahun 2016, mengenai pengaturannya dan 

penerapannya. Oleh karena itu, Penulis membuat makalah yang berjudul 

“PENGATURAN PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG 

PENETAPAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG 

PERLINDUNGAN ANAK”. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaturan Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 

17 tahun 2016? 

2. Bagaimana Penerapan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaturan Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 

17 tahun 2016. 

2. Mengetahui Penerapan dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 

tahun 2016. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis artinya manfaat yang bersifat keilmuan. Secara 

teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam memperkaya pengetahuan mengenai pengaturan 

perlindungan anak sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-

Undang Nomor 17 tahun 2016. 

 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka dan 

memperluas wawasan mengenai topik utama penelitian yakni dikeluarkan 
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dan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 yang mengatur 

tentang hukuman kebiri bagi para pelaku pemerkosaan. Diharapkan lewat 

makalah ini pembaca dapat menyadari banyak produk-produk hukum yang 

dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara dan dapat mengkritisinya, 

tidak secara langsung diterima, tetapi dapat peka melihat akibat yang 

ditimbulkan serta kelebihan dan kelemahannya. Selain itu, diharapkan  

dapat memberikan ide dan solusi baru yang efektif sebagai mahasiswa 

untuk membawa perubahan yang lebih baik.  

 

1.5.  Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti pembahasan materi 

karya tulis ini, penulis akan menguraikan secara singkat bab demi bab guna 

memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan. 

Sistematika penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Kelima 

bab tersebut adalah : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang terbagi menjadi lima 

bagian, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam tinjauan pustaka ini penulis membaginya menjadi dua 

sub bahasan yaitu, landasan teori dan landasan konseptual.  
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode pendekatan 

yang menjadi landasan penulisan, yaitu metode pendekatan, 

jenis penelitian, tipe penelitian, sumber dan jenis data, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam bab hasil penelitian, penulis akan menguraikan  dua hal 

penting yang relevan dengan permasalahan yaitu menganalisis 

mengenai Undang-Undang No.17 tahun 2016 tentang 

penetapan PERPPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua 

atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan 

anak dan akibatnya ditengah masyarakat 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Isi bab ini adalah kesimpulan dan saran 

 

 

 

 

 

 

 

 




